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A. Latar Belakang

1. Bahwa telah terjadi peningkatan penularan COVID-19 di Indonesia yang
ditandai dengan kenaikan kasus positif mingguan secara signifikan,
peningkatan positivity rate, dan kenaikan angka kasus aktif di tingkat nasional.

2. Bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terus berpotensi meningkat melalui
mobilitas manusia atau perjalanan orang maka diperlukan pengetatan
ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1
dan angka 2, perlu ditetapkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memberlakukan penerapan protokol
kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan orang di dalam negeri
dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Selanjutnya Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi
terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19:;

2. Mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19; dan
3. Melakukan pembatasan pelaku perjalanan pengguna moda transportasi udara,
laut, kereta api, dan darat.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol kesehatan terhadap Pelaku
Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang menggunakan seluruh moda transportasi
untuk seluruh wilayah Indonesia.



D. Dasar Hukum
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2
3.
4

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan:

Penanggulangan Bencana;

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);

. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan
Ekonomi Nasional;

. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-1 9);

. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non

Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional; dan

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Pada Kabupaten Dan Kota Se-
Provinsi Jawa Dan Bali.

E. Pengertian

:

Perjalanan orang dalam negeri adalah pergerakan orang dari satu daerah ke
daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi
provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan moda transportasi pribadi
maupun umum baik melalui jalur darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau,
penyeberangan, dan udara, terkecuali pada pelaku perjalanan penerbangan
perintis, transportasi laut ke pulau kecil, dan keperluan distribusi logistik
esensial.

. Aglomerasi adalah satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota

atau kabupaten yang saling terhubung baik melalui darat maupun laut.

. Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction yang selanjutnya disebut

RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang
berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nasofaring/orofaring, dengan
menggunakan enzim reverse-transcriptase dan reaksi polymerase berantai.






